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KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 
 

NOMOR  171 / 02 / 2017 
 

 TENTANG 

 
PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

TEGAL SEBAGAI MITRA KERJA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA TEGAL MASA KEANGGOTAAN 2014-2019 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL, 

 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (12)  

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal  dan dengan 
telah dibentuknya Komisi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tegal serta telah ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Tegal, perlu menetapkan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagai mitra kerja 

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
Masa Keanggotaan 2014-2019; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tegal; 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan 

Djawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 
dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

    
   4. Undang-Undang . . . 
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  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

    
  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pimpinan Daerah Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5650); 
    

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
    

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3321); 
    

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
   

9. Peraturan . . . 
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  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan 
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara 

Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 
    

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5104); 
    

  11.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

    
  12.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 
Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 

1989 Nomor 4); 
    
  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 4); 
    

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  15.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) 

    
  16.  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tegal 
Tahun 2014 Nomor 18); 

Memutuskan . . . 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  

   
KESATU : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal 

sebagai mitra kerja Komisi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tegal Masa Keanggotaan 2014-2019, sebagai 
berikut: 

1. Komisi I: 
a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat. 
g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 

h. Dinas Polisi Pamong Praja; 
i. Kecamatan. 
 

2. Komisi II: 
a. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah; 

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

c. Badan Keuangan Daerah; 
d. Dinas Kesehatan; 
e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan 

Perdagangan; 
f. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan; 

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 

i. Badan Usaha Milik Daerah (PDAM, BKK, dan BPR 
Bank Pasar). 

 

3. Komisi III: 
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; 
b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
e. Dinas Perhubungan; 

f. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata; 

h. Dinas Lingkungan Hidup; 
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 
KEDUA : Pelaksanaan koordinasi antara komisi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Tegal Masa Keanggotaan 2014-2019 

dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

  KETIGA . . . 
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KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171/1/2015 
tanggal 2 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
   

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

 

 
Ditetapkan di Tegal 

                                        pada tanggal  3 Januari 2017 

 


